PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 41 TAHUN 2006
TENTANG
PERI ZI NAN MELAKUKAN KEG ATAN PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN BAG
PERGURUAN TI NGE ASI NG LEMBAGA PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN
ASI NG BADAN USAHA ASI NG DAN ORANG ASI NG

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang- Undang
Nonor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliti an,
Pengenbangan, dan Penerapan || mu Penget ahuan dan Teknol ogi, perlu
menet apkan Peraturan Penerintah tentang Kegiatan Penelitian dan
Pengenbangan Perguruan Tinggi Asing, Lenbaga Penelitian dan
Pengenbangan Asi ng, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penel i ti an, Pengenbangan, dan Penerapan || nu Pengetahuan dan
Teknol ogi (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nonor 84, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4219);

MEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN  PEMERI NTAH TENTANG PERI ZI NAN  MELAKUKAN KEQ ATAN
PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN BAG PERGURUAN TINGE ASING LEVBAGA
PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN ASI NG BADAN USAHA ASI NG DAN

ORANG ASI NG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan :

1. I mu pengetahuan adal ah rangkai an penget ahuan yang digali
di susun, dan di kenbangkan secara sistematis dengan
menggunakan pendekat an tertentu yang di | andasi ol eh
met odol ogi il mah, bai k yang ber si f at kuantitatif,

kualitatif, maupun eksploratif untuk nenerangkan penbuktian
gejal a al am dan/ atau gej al a kemasyar akat an tertentu.

2. Teknol ogi adal ah cara atau netode serta proses atau produk
yang dihasilkan dari penerapan dan penanfaatan berbagai
disiplin ilmu pengetahuan vyang nenghasilkan nilai bag

penenuhan  kebut uhan, kel angsungan dan peningkatan nutu
kehi dupan manusi a.

3. Penel i tian adal ah kegi atan yang di | akukan menurut kai dah dan
netode ilmah secara sistematis untuk nenperol eh infornasi
data dan keterangan yang berkaitan dengan penahanman dan



10.

11.

(1)

(2)
(3)

penbukti an kebenaran atau ketidakbenaran suatu asunsi dan/
atau hi potesis di bidang il nmu pengetahuan dan teknol ogi serta
menari k kesinpulan ilmah bagi keperluan kemajuan il mnu
penget ahuan dan teknol ogi .

Pengenbangan adal ah kegiatan il mnm pengetahuan dan teknol ogi

yang bertuj uan nemanf aat kan kai dah dan teori il nu penget ahuan
yang telah terbukti kebenarannya untuk neningkatkan fungsi
manfaat, dan aplikasi ilnm pengetahuan dan teknologi yang

tel ah ada, atau nenghasil kan teknol ogi baru.

Perguruan tinggi asing adalah |[|enbaga yang nel aksanakan
kegi atan pendidi kan dan pengajaran, baik swasta maupun
peneri ntah yang didirikan tidak berdasarkan hukum | ndonesi a.
Lenbaga penelitian dan pengenbangan asi ng adal ah | enbaga yang
nmel aksanakan kegi atan penelitian dan/atau pengenbangan, baik
swasta nmaupun penerintah yang didirikan tidak berdasarkan
hukum | ndonesi a.

Badan usaha asing adal ah badan atau | enbaga berbadan hukum
bai k swasta maupun penerintah yang didirikan tidak
ber dasar kan hukum | ndonesi a.

Orang Asing adal ah orang dan/ atau kel onpok orang yang bukan
war ga negara | ndonesi a.

Lenbaga penj am n adal ah orang perorangan yang berdomsili d
| ndonesia atau di luar negeri dan |enbaga atau organi sasi
yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri yang
berti ndak sebagai penj am n kegi at an penelitian dan

pengenbangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing,
| enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha asing
serta orang asing.

Mtra Kerja adal ah | enbaga penelitian dan pengenbangan dan/
atau perguruan tinggi penerintah dan/ atau swasta berbadan
hukum | ndonesi a.

Ment er i adal ah Ment eri yang nmenyel enggar akan urusan
peneri ntahan di bi dang penelitian, pengenbangan, dan
pener apan il mu penget ahuan dan teknol ogi .

BAB | |
PERI ZI NAN KEG ATAN PENELI Tl AN
DAN PENGEVMBANGAN

Bagi an Kesatu
Kewenangan Penberian |zin

Pasal 2
Kegi atan penelitian dan pengenbangan ol eh perguruan tinggi

asi ng, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng, badan usaha
asing, dan orang asing di wlayah Negara Kesatuan Republik

| ndonesi a dil akukan atas dasar izin tertulis dari instansi
peneri ntah yang berwenang.
lzin tertulis dari instansi penerintah yang berwenang

sebagai mana di maksud pada ayat (1) diberikan ol eh Menteri

Menteri dal am nmenberikan izin tertulis sebagai mana di maksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas
obyek perijinan dan sifat kerugian yang dapat ditinbul kan



dari kegi atan penelitian dan pengenbangan.

Bagi an Kedua
Qoyek Peri zi nan

Pasal 3

(1) Cbyek perizinan kegiatan penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 2 ayat (3), disusun dalam
daftar kegi atan penelitian dan pengenbangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut nengenai daftar kegiatan penelitian
dan pengenbangan sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri

Pasal 4

(1) Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugi an yang dapat
di ti nmbul kan dari kegiatan penelitian dan pengenbangan ol eh
instansi penerintah yang berwenang dikoordi nasi kan ol eh
Menteri .

(2) Penilaian sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan nenper hati kan dan nenperti nbangkan antara | ain

kemanfaatan il mu penget ahuan dan teknol ogi

hubungan | uar negeri;

kel estarian |ingkungan hi dup;

politik;

pert ahanan;

keamanan;

sosi al ;

budaya;

agama; dan

: ekonom .

(3) Menteri dalam nel akukan penil ai an sebagai mana di naksud pada
ayat (1) dapat nenbentuk tim koordi nasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut nengenai penbentukan tim koordi nasi
di atur dengan Peraturan Menteri.

TTrereanoe

Bagi an Keti ga
Tata Cara Peri zi nan

Pasal 5

Per rohonan izin penelitian dan pengenbangan bagi perguruan tinggi
asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha
asi ng dan orang asi ng di aj ukan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 6

Pengaj uan pernohonan izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5

di sertai dengan kel engkapan persyarat an:

a. rencana kegi atan penelitian dan pengenbangan;

b. surat keterangan rekonmendasi atau persetujuan dari |enbaga
penj am n; dan

C. surat keterangan kerjasama dengan mtra kerja dari |enbaga



penelitian dan pengenbangan dan/atau perguruan tinggi di
| ndonesi a.

Pasal 7

Rencana kegi atan penelitian dan pengenbangan sebagai nana di maksud

dalam Pasal 6 huruf a sekurang-kurangnya nenuat keterangan

nmengenai :

a. perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan
asi ng, badan usaha asing, dan orang asi ng yang bersangkut an;

b. nama peneliti perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan
pengenbangan asi ng, dan badan usaha asi ng yang bersangkut an;

C. maksud dan tujuan penelitian dan pengenbangan;

d. obyek dan bi dang penelitian dan pengenbangan;

e. | okasi dan daerah dil aksanakannya kegiatan penelitian dan

pengenbangan; dan
keuntungan kegi atan penelitian dan pengenbangan bagi Bangsa
| ndonesi a.

—

Bagi an Keenpat
Per set uj uan dan Penol akan Per nohonan 1zin

Pasal 8

Dal am jangka waktu paling lama 90 (senbilan puluh) hari sejak
diteri manya pernohonan izin penelitian dan pengenbangan secara
| engkap, Menteri harus nenjawab pernohonan izin penelitian dan
pengenbangan yang ber sangkut an.

Pasal 9

Dal am hal pernmohonan izin penelitian dan pengenbangan ditol ak,
Menteri  nenyanpai kan penol akan tersebut secara tertulis kepada
perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng,
badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan disertai
dengan al asan-al asan penol akannya.

Pasal 10

Dal am hal pernmohonan izin penelitian dan pengenbangan di set uj ui
Ment eri  nenyanpai kan persetujuan tersebut secara tertulis kepada
perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng,
badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan dengan
t embusan kepada pi npi nhan instansi penerintah yang berwenang.

Bagi an Kel i ma
Jangka WAkt u dan Per panj angan |zin

Pasal 11

lzin penelitian dan pengenbangan diberikan untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 12

Jangka waktu izin penelitian dan pengenbangan sebagai nana
di meksud dal am Pasal 11 dapat diperpanjang paling banyak 2
(dua) kali secara berturut-turut untuk masing-nmasing jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Per panj angan jangka waktu izin penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di meksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
ol en  perguruan tinggi asi ng, | enbaga penelitian dan
pengenbangan asi ng, badan usaha asi ng, dan orang asi ng kepada
Menteri disertai al asan-al asannya,

Per rohonan perpanjangan izin penelitian dan pengenbangan
di l anpi ri dengan kel engkapan persyarat an sebagai nana di naksud
dal am Pasal 6, serta penjelasan keuntungan Kkegi atan
penel i tian dan pengenbangan bagi Bangsa | ndonesi a,

Per rohonan perpanjangan izin penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di maksud pada ayat (2) sudah harus diterim ol eh
Menteri sel anbat-|anbatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum
berakhi rnya jangka waktu izin penelitian dan pengenbangan
yang ber sangkut an,

Menteri dapat menyetujui atau nenolak perpanjangan izin
penelitian dan pengenbangan yang dinohonkan ol eh perguruan
tinggi asing, |lenbaga penelitian dan pengenmbangan asing,
badan usaha asi ng, dan orang asing,

Bagi an Keenam
Bi aya Peri zi nan

Pasal 13

Setiap permohonan izin penelitian dan pengenbangan ol eh
perguruan tinggi asing, |enmbaga penelitian dan pengenmbangan
asing, badan usaha asing, dan orang asing dikenakan biaya
i zin penelitian dan pengenbangan,

Besarnya biaya izin penelitian dan pengenbangan sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Per undang- undangan.

Biaya izin penelitian dan pengenbangan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) merupakan penerinmaan negara bukan paj ak,

BAB |11
LEMBAGA PENJAM N DAN M TRA KERJA

Pasal 14

Perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan
asi ng, badan usaha asing, dan orang asing yang nel akukan
kegi atan penelitian dan pengenbangan harus nenpunyai | enbaga
penjam n dan mtra kerj a.

Konpet ensi dan kel ayakan sebagai | enbaga penjamn dan mtra
kerja sebagai mana di maksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim
koor di nasi .



